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1. Industri Minyak dan Gas Bumi merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional baik

dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai
penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam
upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan,
berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong
perkembangan potensi dan peranan nasional sehingga mampu mendukung kesinambungan
pembangunan nasional guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,
telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali
kegiatan usaha Migas nasional mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya (UU Prp.
No.44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No0.8/1971 tentang
Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara) sudah tidak lagi sesuai dengan
keadaan sekarang maupun tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22/2001, Kegiatan Usaha Hilir Migas berintikan atau
bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dan
diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Namun
Pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan
Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di
seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas
Bumi melalui pipa agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai dan mendorong

peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. )
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4. Didalam melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan
usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan gas dalam pipa guna
menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan
mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, Pemerintah telah membentuk
suatu badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Peraturan Pemerintah No. 67
Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002). Untuk selanjutnya Badan ini disebut
BPH Migas. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada UU No0.22/2001 khususnya dalam
hal kegiatan usaha hilir Migas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun
2004.

5. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 2001,
BPH Migas sebagai Badan yang relatif baru perlu segera mempersiapkan diri. Penyusunan pola
dan pedoman tetap (blueprint) BPH Migas ini merupakan bagian dari upaya BPH Migas dalam
mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas yang diembannya. Blueprint ini disusun untuk
digunakan sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program kerja BPH
Migas dan sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan
kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui

pipa.
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Visi
Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat

WIS
Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas

pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan
pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri
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Kepastian hukum | peraturan diterapkan secara adil dan konsisten;

Akuntabilitas seluruh keputusan diambil secara profesional, bertanggungjawab dan
akuntabel;

Kesetaraan Perlakuan yang sama terhadap semua stakeholders;

Transparan aturan-aturan dan peluang-peluang usaha disampaikan terbuka kepada publik

dengan tingkat kejelasan tinggi;

Efisiensi prosedur administrasi kegiatan usaha dirancang dengan prinsip ringkas, padat,
jelas, praktis, transparan dan komunikatif sehingga pengurusannya dapat
dilakukan dalam waktu singkat dan efisien;

Responsif semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada permasalahan-
permasalahan yang dihadapi stakeholders;

Partisipatif aturan-aturan dirancang dengan pendekatan partisipasi stakeholders,;

Koordinatif penyusunan dan penerapan aturan-aturan dilakukan secara terkoordinasi
dengan instansi-instansi terkait.
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®* Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas
* Kelembagaan
= Hubungan Fungsi Pemerintah & Non-Pemerintah Dalam Pengusahaan
Migas Nasional
= Lingkup Usaha Hulu dan Hilir Dalam Struktur Pengusahaan Minyak
Bumi Nasional
= Lingkup Pengusahaan Gas Bumi Nasional
® Pelaksanaan Tugas BPH Migas
* Pengaturan, pengawasan, dan pengusulan kebijakan bidang BBM
= Pengaturan, pengawasan, dan pengusulan kebijakan bidang Gas Bumi
®|zin Usaha
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Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas
(UU No 22/2001, PP No 36/2004, PP No 67/2002)

Asas

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan,
keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan
kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan
lingkungan (Pasal 2).

Tujuan
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir Migas bertujuan (Pasal 3):

= menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan,
Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

= menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya BBM dan Gas Bumi, baik sebagai sumber enerqi
maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

= mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di
tingkat nasional, regional, dan internasional;

= mencipatkan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta tetap
menjaga kelestarian lingkungan.
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Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas (anjutan)

Tugas/Kewajiban Pemerintah

Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri
dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan BBM
dalam negeri (Pasal 8 ayat 1);

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan
komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Pasal 8 ayat 2);

Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum,
pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai (Pasal 8 ayat 3).
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Fungsi Dan Tugas BPH Migas

Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas (anjutan)

BPH Migas melaksanakan tanggung jawab pemerintah atas pengaturan dan pengawasan
kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi yang
mendapatkan Hak Khusus yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar
pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai (Pasal 8 ayat 4).

Fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu
pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan pemerintah dapat
terjamin di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan
Gas Bumi di dalam negeri. (PP 67/2002 Pasal 3).

Tugas BPH Migas meliputi pengaturan, penetapan dan pengawasan mengenai (Pasal 46 ayat 1, 3 dan 4):
= ketersediaan dan distribusi BBM;
= cadangan BBM nasional;
= pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM;
= tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
= harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;

= pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi
11
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Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas (anjutan)

Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir Migas

Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh (Pasal 9 ayat 1):
= Badan Usaha Milik Negara;
» Badan Usaha Milik Daerah:;
= Koperasi; Usaha Kecil;
= Badan Usaha Swasta.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat
tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 17).

|zin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba
(Pasal 1 ayat 20);

Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari
Pemerintah (Pasal 23 ayat 1).
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Mutu dan Harga BBM dan Gas Bumi

Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas (anjutan)

BBM serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 28 ayat 1);

Harga BBM dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan
wajar (Pasal 28 ayat 2);

Kebijaksanaan harga berdasarkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar
dilaksanakan dengan tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan
masyarakat tertentu (Pasal 28 ayat 3).

Catatan: harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan oleh BPH Migas

Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM

Pada wilayah yang mengalami kelangkaan BBM dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas
Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama
pihak lain (Pasal 29 ayat 1) dan pelaksanaan dari pemanfaatan fasilitas tersebut diatur oleh BPH
Migas dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis (Pasal 29 ayat 2).
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Sebelum UU No. 22/2001

PEMERINTAH
(DESDM cq DITJEN MIGAS)

Kebijakan

Pengaturan, pengawasan, dan
pembinaan usaha hilir migas
Harga jual bahan bakar produk
hilir Migas

Standar mutu BBM
Keselamatan kerja dan
lingkungan hidup

PERTAMINA PT. PGN

Bertanggung Transmisi dan
jawab atas Distribusi Gas
kegiatan usaha ke industri,
hulu hingga hilir pelanggan kecil,
migas dan rumah
(Monopoli) tangga

Sejak UU No. 22/2001

PEMERINTAH BPH Migas
(DESDM cq DITJEN MIGAS) * Pengaturan dan Pengawas-

Kebijakan

an terhadap pelaksanaan
kegiatan usaha penyediaan

Pembinaan usaha hilir dan pendistribusian BBM
migas

dan Pengangkutan Gas

Harga jual bahan bakar Bumi melalui Pipa

produk hilir migas *) Pengawasan atas pelaksa-
Standar mutu BBM naan Kegiatan Usaha Hilir
Keselamatan kerja dan berdasarkan Izin Usaha
lingkungan hidup Penyelesaian perselisihan
Pemberian Izin Usaha yang timbul akibat kegiatan

i) pada pasar

yang sudah
berjalan, harga
jual BBM
ditetapkan oleh
mekanisme
pasar

usaha hilir Migas

Badan Usaha yang sudah memiliki
Izin Usaha

Prinsip: persaingan usaha yang
wajar, sehat, dan transparan
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Hubungan Fungsi Pemerintah & Non-Pemerintah
Dalam Pengusahaan Migas Nasional
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SUMBER DAYA K(_abllakan > Pengendalian & Pengawasan
MINERAL Migas KKS (Mikro)
cq. DUMIGAS
q Badan Usaha, Badan Usaha Tetap %)
Regulasi ) _ _
Keteknikan Migas Eksploitasi
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) X
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Pengangkutan | | Penyimpanan Niaga

) Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan)
2) Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa

4) Hulu dapat melakukan kegiatan hilir sesuai dengan pasal 26 UU No. 22/2001 sepanjang tidak ada transaksi usaha dibidang itu

)
)
%) Kecuali yang diatur oleh BPH Migas sesuai dengan pasal 46 UU No. 22/2001
)
) 15

5) 1zin Usaha oleh Menteri



Lingkup Usaha Hulu dan Hilir Dalam Struktur
Pengusahaan Minyak Bumi Nasional

» Ekspor (Crude)
—p  Aliran Crude Oil J
Aliran BBM Impor (Crude)
dan/atau Hasil '1 1
Olahan Lainnya
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dengan Aset
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| 1 | )
| | — — — — UsahaNiaga — — — —
.. tanpa Aset
_______________ (Trader)
Usaha Hulu | Usaha Hilir ‘|A

End Users .

a

N | g
Ll Bl <

Usaha hulu yang Usaha pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan yang dijual
dijual adalah produk  adalah jasanya, sedangkan untuk usaha penjualan yang dijual
adalah produknya

BU/BUT Hulu dapat melakukan kegiatan:

Pengolahan lapangan yang merupakan kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri, sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian
kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi (Minyak dan) Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan
dan/atau laba atau untuk tujuan komersial (masuk pasal 1 angka 9 PP No0.36/2004) 16
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Lingkup Pengusahaan Gas Bumi Nasional

-—p Aliran Gas

KK: Konsumen Kecil Usaha Usaha Usaha Usaha
KM :Konsumen Menengah Pengolahan?) Pengangkutan2) Penyimpanan2) Niaga?) Ekspor
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Pengapalan
Usaha Trader Impor
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Darat
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1) Setiap Badan Usaha (BU) / Bentuk Usaha Tetap (BUT) Hulu harus memiliki Kontrak Kerja Sama
(KKS) dengan BP Migas. BU/BUT Hulu dapat melakukan Kegiatan:

» Pengolahan lapangan yang merupakan kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri, sebagai
kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi (Minyak dan) Gas Bumi
sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan
komersial (masuk pasal 1 angka 9 PP 36/2004);

= Pengangkutan untuk hasil produksi sendiri, apabila fasilitas pengangkutan yang dibangun
tersebut tidak ditujukan untuk keuntungan dan/atau laba, dan merupakan kegiatan yang
bertumpu atau berintikan pada kegiatan usaha hulu. Ketentuan ini tidak berlaku apabila fasilitas
pengangkutan tersebut digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau
sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba;

= Penyimpanan untuk hasil produksi sendiri, apabila fasilitas penyimpanan yang dibangun
tersebut tidak ditujukan untuk keuntungan dan/atau laba, dan merupakan kegiatan yang
bertumpu atau berintikan pada kegiatan usaha hulu. Ketentuan ini tidak berlaku apabila fasilitas
penyimpanan tersebut digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau
sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba;

= Penjualan untuk hasil produksi sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku apabila BU/BUT mempunyai
fasilitas penjualan yang digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau
sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba.

= Sebagai kelanjutan kegiatan Hulu (tanpa lzin Usaha Hilir) sesuai pasal 26 sepanjang tidak ada
transaksi usaha dan pasal 1 butir 11 untuk KKS baru terhitung sejak berlakunya PP Hilir.

Catatan Skema Lingkup Pengusahaan Gas Bumi Nasional
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Catatan Skema Lingkup Pengusahaan Gas Bumi Nasional
(lanjutan)

2) Setiap Badan Usaha (BU) Hilir harus memiliki lzin Usaha Hilir untuk bidang usaha yang
bersangkutan, dengan catatan:

= BU pemegang Izin Usaha Pengolahan dapat melakukan kegiatan pengangkutan, dan/atau
penyimpanan, dan/atau niaga terbatas sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahan
sepanjang tidak ada transaksi usaha pada rangkaian kegiatan usaha pengolahannya (tanpa
Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Penyimpanan dan/atau Niaga Terbatas);

» BU pemegang lzin Usaha Penyimpanan dapat melakukan kegiatan pengangkutan sebagai
penunjang kegiatan usaha penyimpanan sepanjang tidak ada transaksi usaha pada kegiatan
usaha penyimpanannya (tanpa Izin Usaha Pengangkutan);

= BU pemegang Izin Usaha Niaga dapat melakukan kegiatan pengangkutan, dan/atau
penyimpanan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya sepanjang tidak ada transaksi
usaha pada rangkaian kegiatan usaha niaganya (tanpa lIzin Usaha Pengangkutan
dan/atau Penyimpanan);

= BU pemegang lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
wajib memiliki Hak Khusus dari BPH Migas berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi
dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang ditetapkan oleh Menteri ESDM c.qg. Dirjen Migas.

3) Pengangkutan CNG (berikut fasilitas kompresi dan dekompresi) mengikuti ketentuan Izin Usaha
sesuai peruntukannya.
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Departemen ESDM

Menetapkan kebijakan, memberikan
perijinan, pembinaan, pengawasan
keteknikan terhadap industri hilir Migas

investasi meningkat, cadangan nasional cukup,
distribusi BBM lancar, pemanfaatan gas meningkat,
Badan Usaha mematuhi perizinan

Departemen Keuangan

Kebijakan, Pembinaan, pengaturan,
pengawasan keuangan

investasi meningkat, penerimaan negara
meningkat, subsidi BBM menurun

Badan Usaha Kegiatan Usaha
Hilir

Melakukan kegiatan usaha hilir

meraih keuntungan yang memadai, iklim usaha
yang kondusif

Badan Usaha Kegiatan Usaha
Hulu

Memasok Minyak dan Gas Bumi

meraih keuntungan yang memadai, iklim usaha
yang kondusif

Industri penunjang (konsultan,
manufaktur)

Menyediakan teknologi dan jasa

meraih keuntungan yang memadai, iklim usaha
yang kondusif

Perbankan

Pendanaan usaha hilir

memperoleh keuntungan yang memadai

Pemerintah Daerah

Pengaturan sesuai kewenangan

pasokan lancar, PAD meningkat, kewenangan
daerah terlaksana

Konsumen

Menggunakan produk (BBM dan Gas
Bumi)

pasokan lancar, kualitas sesuai standar, harga
terjangkau, lingkungan terjaga

Masyarakat Umum (LSM,
perguruan tinggi,
pemerhati/analis migas)

Pengawasan dan masukan pada
kegiatan usaha hilir

pasokan lancar, kualitas sesuai standar, harga
terjangkau, lingkungan terjaga, masukan
didengar/diperhatikan




Pelaksanaan Tugas BPH Migas
(penjabaran UU 22/2001, PP 36/2004, PP 67/2002,
Keppres 86/2002, dan Kepmen 1088/2003)

®* Pengaturan dan Penetapan
® Pengawasan

®* Pengusulan Kebijakan




GO

BPH Migas melakukan pengaturan dan penetapan:

1. Kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM (di daerah yang

mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil) agar ketersediaan dan distribusi BBM
yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI; [PP 36/2004 ps 8(a dan b)]

2. Alokasi cadangan BBM Nasional untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan, Badan
Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan, dan Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga yang
ditunjuk oleh Menteri; [PP 36/2004 ps 8(c) dan 59]

3. Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga
berikut tatacaranya; [PP 36/2004 ps 68(1)]

4. Penggunaan cadangan BBM Nasional pada saat terjadi kelangkaan; [PP 36/2004 ps 60(1)]

5. Pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas Pengangkutan dan
Penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha; [PP 36/2004 ps 8(d)]
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BBM

(lanjutan)

6. Besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan
pendistribusian BBM yang diatur oleh BPH Migas sesuai dengan volume BBM yang
diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; [PP 36/2004
ps 8(e]

7. Penyelesaian perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga BBM yang diatur
oleh BPH Migas; [PP 36/2004 ps 8(f)]

8. Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam
penyediaan dan pendistribusian BBM; [PP 36/2004 ps 90 ayat 5,6]

Sistem informasi penyediaan dan pendistribusian BBM; [KepMen 1088]
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BPH Migas melakukan pengawasan terhadap ditaatinya semua pengaturan dan penetapan oleh
BPH Migas termasuk:

1. Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM; [UU 22/2001 pasal 46, PP 36/2004 ps 10]

2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan lzin Usaha. [PP 67/2004 ps 41 ayat 3, PP
36/2004 ps 7 dan ps 88]

3. Pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM; [PP
36/2004 ps 10]

4. Harga BBM dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan pendistribusian BBM; [PP
36/2004 ps 72]
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BPH Migas mengusulkan bahan pertimbangan kepada Menteri tentang:

1. Jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM diseluruh wilayah NKRI; [PP 36/2004
ps 4]
2. Kebijakan Cadangan BBM Nasional; [PP 36/2004 ps 4]

3. Mekanisme dan/atau formulasi harga jenis BBM tertentu pada masa sebelum harga dapat
diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar sehat dan transparan; [PP 36/2004

ps 4]
4. Ketersediaan dan distribusi jenis BBM tertentu; [PP 36/2004 ps 4]

5. Kapasitas fasilitas penyimpanan minimum yang harus direalisasikan Badan Usaha; [PP 36/2004
ps 47(3)]

6. Pemberian sanksi administratif dan/atau denda kepada Badan Usaha yang tidak menyediakan
cadangan BBM Nasional pada saat diperlukan; [PP 36/2004 ps 61(2)] Pemberian sanksi atas
pelanggaran lzin Usaha; [KepMen 1088]

7. Kebijakan yang berkaitan dengan penetapan Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu; [PP
36/2004 ps 67(3), KepMen 1088]

25

_—




GO

BBM

(lanjutan)

8. Penentuan daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; [PP 36/2004
ps 75, KepMen 1088]

9. Kebijakan pentahapan pembukaan pasar; [KepMen 1088]

10. Pembukaan atau penutupan impor atau ekspor BBM berdasarkan pertimbangan teknis dan
ekonomis; [KepMen 1088]

11. Kebijakan pengolahan Minyak Bumi yang berkaitan dengan lokasi, jenis dan jumlah BBM yang
diproduksi; [KepMen 1088]

12. Insentif untuk melakukan distribusi BBM di daerah terpencil; [konsinyering NOVUS]
. Kebijakan penyimpanan BBM yang berkaitan dengan lokasi, jenis dan jumlah. [KepMen 1088]
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Gas Bumi

BPH Migas melakukan pengaturan dan penetapan tentang:

1. Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi untuk dilelang kepada Badan Usaha; [PP
36/2004 ps 9(a)]

2. Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [PP 36/2004 ps 9(b)]

3. Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [UU 22/2001 ps 46(3) butir d, PP 67/2002 ps 4 butir
(d), PP36/2004 ps 9 ayat 1(c)]

4. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; [PP 36/2004 ps 9(1d)]

5. Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [PP 36/2004 ps
31(3)]

6. Sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha; [PP 67 ps 5(f), PP
36/2004 ps 9 ayat 1(e)]

7. Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk dilelang kepada Badan Usaha pemegang lzin Usaha
Niaga Gas Bumi; [Kepmen 1088]

8. Jumlah Badan Usaha yang akan beroperasi di suatu Wilayah Jaringan Distribusi; [KepMen 1088]
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Gas Bumi
(lanjutan)

9. Penyelesaian perselisinan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus dan/atau berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatannya; [PP 36/2004 ps 9 ayat 1(g)]

10. Sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus kegiatan usaha pengangkutan Gas
Bumi melalui pipa; [PP 36/2004 ps 90(4)]

11. Besaran iuran Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; [PP 36/2004 ps 9 ayat 1(f)]
12. Biaya Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [PP 67/2002 ps 5(h), KepMen 1088]

Pengaturan No. 1 s.d 12 berlaku pula pada usaha pengangkutan gas bumi hasil
regasifikasi LNG
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Gas Bumi

BPH Migas melakukan pengawasan terhadap ditaatinya semua pengaturan dan penetapan
oleh BPH Migas termasuk:

Pelaksanaan pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi [UU 22/2001 ps 46 ayat 3 huruf f] serta

kelancaran penyediaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan jaringan distribusi.
[KepMen 1088]
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Gas Bumi

BPH Migas mengusulkan bahan pertimbangan kepada Menteri tentang:

1. Kebijakan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri [PP 36/2004 ps 5]

2. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; [PP 36/2004 Ps 5 dan
34(2), KepMen 1088];

Kebijakan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [KepMen 1088]
Kebijakan niaga Gas Bumi nasional; [KepMen 1088]

Kebijakan harga Gas Bumi; [KepMen 1088]

Kriteria pelanggan kecil; [KepMen 1088]

Pemberian sanksi atas pelanggaran lzin Usaha; [KepMen 1088]

e =obp Bl s 6

Persyaratan mengenai keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan
dalam kaitannya dengan pembangunan pipa transmisi dan jaringan distribusi; [KepMen 1088]

9. Kebijakan pemanfaatan LNG dalam negeri. [KepMen 1088]
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BBM dan Gas Bumi

= BPH Migas mengusulkan kepada Menteri Keuangan tentang Anggaran Biaya Operasional BPH
Migas dengan memperhatikan pendapat Menteri [PP 67/2002 ps 36]

= BPH Migas mengusulkan kepada Menteri tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh
Badan Usaha yang terkait dengan penyediaan dan distribusi BBM dan pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa [KepMen 1088]

» BPH Migas merekomendasikan kepada Badan Usaha tentang Pengutamaan barang dan jasa

dalam negeri dan Peningkatan penggunaan kandungan lokal barang dan jasa produksi dalam
negeri yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa.
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Izin Usaha Bidang BBM

Semua Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan distribusi BBM wajib
memiliki Izin Usaha dari Menteri (UU 22/2001 ps 23 (1))

Jenis-jenis lzin Usaha (UU 22/2001 pasal 23 (2)) -
* Izin Usaha Pengolahan
 Izin Usaha Pengangkutan
* Izin Usaha Penyimpanan
* Izin Usaha Niaga, terdiri dari:
a. lzin Usaha Niaga Umum (Wholesale)
b. Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading) (PP 36/2004 ps 46(1))

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari satu lzin Usaha (UU 22/2001 ps 23(3))
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Izin Usaha Bidang Gas Bumi

Semua Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
wajib memiliki I1zin Usaha dari Menteri (UU 22/2001 ps 23(1) dan wajib memiliki Hak Khusus dari
BPH Migas (UU22/2001, PP 36/2004 ps 17).

Jenis-jenis Izin Usaha:
 lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (UU 22/2001 ps 23)
 |zin Usaha Niaga Gas Bumi
- Dengan fasilitas (UU 22/2001 ps 23)
- Tanpa fasilitas (niaga terbatas/trader) (PP 36/2004 ps 46(1))

Jenis-jenis Hak Khusus: (PP 67/2002 ps 5)
» Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu
» Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Wilayah Distribusi tertentu
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® Kondisi Pasar Usaha Hilir Migas

® Analisis SWOT
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Minyak Bumi

1. Total konsumsi BBM domestik tahun 2003 adalah sebesar 57,8 juta kL. Sektor transportasi
merupakan pengguna terbanyak sebesar 27,1 juta kL (46,9%), selanjutnya sektor industri, rumah
tangga dan pembangkit listrik masing-masing sebesar 11,2 juta kL (19,4%); 11,7 juta kL (20,2%);
dan 7,8 juta kL (13,5%);

2. Berdasarkan jenisnya, BBM yang paling banyak dikonsumsi adalah solar (24,1 juta kL = 41,7%),
bensin (14,6 juta kL = 25,3%), minyak tanah (11,7 juta kL = 20,2%), minyak bakar (6,2 juta kL =
10,7%), dan minyak diesel (1,2 juta kL = 2,1%);

3. Penyebaran permintaan BBM mengikuti pola penyebaran penduduk dan kegiatan ekonominya
yaitu Jawa-Bali (sekitar 62%), Sumatera (20%) dan sisanya 18% diserap oleh pasar Indonesia
Tengah dan Timur.

4. Biaya distribusi BBM di Indonesia cukup tinggi karena banyak melibatkan transportasi laut
sedangkan sebagian besar fasilitas dermaga khusus BBM hanya dapat digunakan untuk kapal-
kapal kecil;
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Penyediaan BBM dalam negeri sebagian besar diperoleh dari kilang dalam negeri (sekitar 72%)
sedangkan sisanya diperoleh dari pasar impor. Di samping impor dalam bentuk BBM, Indonesia
juga mengimpor minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang dalam negeri. Saat ini impor
minyak mentah mencapai sekitar 360 ribu barrel per hari (hampir 50% dari produksi);

Konsumsi BBM domestik dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar
4,8% per tahun. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya
pertumbuhan ekonomi domestik maka pertumbuhan konsumsi di masa mendatang diperkirakan
terus mengalami kenaikan;

Mengingat kemampuan lapangan-lapangan minyak saat ini terus cenderung menurun
sedangkan kapasitas kilang dalam negeri tetap, kebutuhan akan impor minyak dalam bentuk
BBM maupun minyak mentah akan terus meningkat di masa mendatang;

Kapasitas kilang dalam negeri saat ini 1,057 juta barrel per hari dan beroperasi antara 750 — 800
ribu barrel per hari. Sebagian kilang sudah berusia tua sehingga rentan terhadap kerusakan
yang dapat mengganggu kestabilan pasokan BBM dalam negeri. Kapasitas kilang dalam negeri
dalam lima tahun terakhir ini tidak mengalami peningkatan mengingat biaya investasi kilang
yang sangat besar sedangkan kondisi ekonomi negara sedang dalam tahap pemulihan;
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9. Di samping itu investasi kilang nasional juga dipengaruhi oleh kondisi bisnis pengilangan regional
Asia yang relatif lesu sejak 1997 karena terjadinya kelebihan kapasitas kilang (sebagai akibat
dibangunnya kilang-kilang baru bersamaan dengan peristiwa krisis ekonomi regional di sekitar
1997);

10. Namun saat ini volume permintaan di kawasan Asia mulai mendekati kapasitas terpasang dari
kilang-kilang yang ada sebagai dampak permintaan BBM dari Cina yang meningkat pesat dan
menurunnya aktivitas kilang-kilang Timur Tengah (program perawatan);

11. Trend perkembangan di sisi kilang tersebut belum dapat diketahui secara pasti apakah bersifat
permanen atau sementara. Perlu dicatat pula bahwa akhir-akhir ini Cina mengupayakan cooling
down sektor ekonominya sehingga diperkirakan akan berdampak pada trend perkembangan
bisnis kilang regional. Perkembangan bisnis pengolahan regional ini akan menentukan
kemungkinan pembangunan kilang di Indonesia di masa mendatang dan oleh karenanya perlu
terus dicermati;
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12. Masyarakat Indonesia telah sejak lama terbiasa dengan harga BBM yang disubsidi. Walaupun
Pemerintah telah berupaya melakukan penghapusan subsidi, mengingat daya beli masyarakat
masih rendah, penghapusan subsidi tersebut belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Kecuali
Avtur, Avgas, dan bensin dengan RON > 92, harga BBM dalam negeri hingga saat ini masih
disubsidi. Subsidi terbesar diberikan pada minyak tanah konsumsi rumah tangga, sedangkan
untuk industri harganya mendekati harga pasarnya.

13. Sejak 2002 harga bensin premium, minyak solar, diesel dan minyak bakar ditentukan
berdasarkan Mid QOil Platt’s Singapore (MOPS) rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya
ditambah 5% (lima persen) plus PPN. Namun pada kenyataannya mengingat daya beli
masyarakat yang masih rendah ketentuan ini belum dapat sepenuhnya dapat dilaksanakan;

14. Dengan kondisi keuangan pemerintah yang terbatas dan tingginya harga minyak dunia akhir-
akhir ini menyebabkan beban subsidi makin terasa berat dan oleh karenanya Pemerintah terus
berupaya untuk menguranginya.
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15. Dualisme harga minyak tanah untuk rumah tangga dan industri dengan selisih harga yang jauh
berbeda dan disparitas harga yang cukup besar antara harga minyak tanah rumah tangga
dengan harga BBM lainnya memicu terjadi banyak penyalahgunaan peruntukan penggunaan
BBM (yang berakibat pada kelangkaan);

16. Hingga tahun 2001 Pertamina merupakan satu-satunya Badan Usaha yang mendapatkan mandat
dan tugas pemerintah untuk melakukan penyediaan dan distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI.
Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001, mandat kepada Pertamina tersebut telah
dicabut, usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dapat dilakukan oleh setiap Badan Usaha
yang telah mendapat lzin Usaha dari pemerintah, dan harga BBM akan diserahkan pada
mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar;

17. Dalam masa transisi (paling lambat selama 4 tahun sejak diberlakukannya UU No.22/2001),
penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia dilakukan oleh Pertamina atas dasar penugasan dari
Pemerintah. Kecuali Avtur, Avgas dan premium dengan RON > 92, kebijakan harga BBM selama
masa transisi ditetapkan oleh Pemerintah. Penugasan kepada Pertamina ini akan berakhir paling
lambat pada November 2005;
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18.

19.

20.

Walaupun UU No. 22 Tahun 2001 membuka peluang bagi hadirnya Badan Usaha baru di sektor
penyediaan dan distribusi BBM namun peluang tersebut hanya akan dimanfaatkan manakala
Badan Usaha dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya yang tentunya sulit
diwujudkan bila harga BBM belum dapat diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang
sehat dan wajar;

Dengan berbagai macam permasalahan di atas, untuk terjaminnya penyediaan dan
pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI diperlukan suatu pengaturan dan pengawasan
kegiatan usaha yang efisien dan efektif;

Mengingat BBM merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak sedangkan
masyarakat telah terbiasa dengan BBM bersubsidi maka perubahan kondisi dari pasar monopoli
bersubsidi menuju pasar dimana harga diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang
sehat dan wajar perlu disiasati melalui pentahapan pembukaan pasar yang dirancang dengan
baik agar tidak terjadi gejolak sosial yang tidak diinginkan.
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Gas Bumi

1. Cadangan total Gas Bumi Indonesia per 2003 adalah sebesar 178,1 TCF, terdiri atas cadangan
terbukti (proven reserve) sebesar 91,1 TCF (51,1%), cadangan mungkin (probable reserve)
sebesar 42.9 TCF (24,1%) dan cadangan potensial (possible reserve) sebesar 44,1 TCF (24,8%).
Rasio cadangan terhadap produksi (reserve to production) pada tahun 2003 sebesar 50 tahun;

2. Sebagian besar cadangan Gas Bumi terletak di luar pulau Jawa, yaitu di Natuna (54,8 TCF),
Kalimantan Timur (44,6 TCF), Sumatera Selatan (26,6 TCF), dan Papua (19,3 TCF);

3. Jumlah produksi Gas Bumi tahun 2003 sebesar 8,53 TCF. Pemanfaatan Gas Bumi sebagian
besar untuk ekspor dalam bentuk LNG (55,2%), penggunaan sendiri oleh KPS (11,36%), PGN
(5,17%), ekspor melalui pipa (5,05%), pupuk (4,39%), dan gas suar bakar (4,68%);

4. Pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri masih belum optimal disebabkan beberapa hal, antara lain
harga BBM yang masih disubsidi, belum tersedianya jaringan transmisi dan distribusi gas sampai
ke konsumen dan investasi pembangunan pipa transmisi dan distribusi yang sangat mahal;
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3. Sistem transmisi Gas Bumi masih terbatas di sebagian Pulau jawa, Sumatera dan Kalimantan
(lihat Lampiran). Sebagian besar dari pipa-pipa tersebut bersifat dedicated (menyalurkan gas dari
produsen ke konsumennya). Kota-kota yang telah memiliki akses ke sistem distribusi gas masih
terbatas (Jakarta, Surabaya/Gresik, Medan, Palembang, Cilegon, Bogor, Batam);

4. Perkembangan permintaan Gas Bumi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa semakin meningkat
untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 2020
permintaan gas mencapai 10,7 TCF (skenario rendah) atau 12 TCF (skenario tinggi);

5. Dalam waktu dekat, beberapa wilayah di Pulau Jawa akan mengalami kekurangan pasokan gas
disebabkan permintaan yang semakin meningkat. Untuk itu diperlukan sumber gas lain dari luar
Jawa yang diangkut melalui pipa transmisi, CNG carrier, atau tangker LNG;

6. Dalam upaya diversifikasi penyediaan energi Pemerintah berupaya untuk memasyarakatkan
penggunaan Gas Bumi ke semua sektor kegiatan hingga ke sektor rumah tangga. Namun
kemampuan konsumen Gas Bumi khususnya rumah tangga dan pelanggan kecil masih terbatas
untuk dapat membeli Gas Bumi dengan harga yang sesuai dengan keekonomiannya. Oleh
karena itu diperlukan kebijakan harga gas khusus yang mempertimbangkan daya beli
masyarakat;

42

—_—_




GO

7. Guna memberikan pedoman bagi pengembangan infrastruktur Gas Bumi, dalam waktu dekat
Pemerintah akan menerbitkan Rencana Induk Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
Sistem transmisi gas nasional Indonesia direncanakan akan terkait dengan sistem transmisi gas
ASEAN (Trans Asean Gas Pipeline);

8. Kegiatan usaha transmisi dan distribusi gas masih didominasi oleh Pertamina dan PGN. Di masa
mendatang dengan makin membesarnya pasar gas domestik dan makin membaiknya iklim usaha
di Indonesia akan menarik investor-investor baru untuk memasuki bisinis Gas Bumi sehingga
pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri akan semakin meningkat;

9. Untuk dapat menciptakan iklim berusaha yang menarik perlu dilakukan regulasi kegiatan usaha
yang dapat menciptakan sistem persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Untuk
meningkatkan konsumsi gas di sektor rumah tangga dan pelanggan kecil diperlukan suatu
pengaturan agar harga dapat terjangkau namun tetap pada tingkat yang mampu memberikan
keuntungan yang cukup menarik bagi Badan Usaha.
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Kondisi pasar usaha hilir Migas yang telah dikemukakan terdahulu menunjukkan bahwa:

= untuk terjaminnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI serta
peningkatan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri diperlukan suatu pengaturan dan
pengawasan kegiatan usaha yang efisien dan efektif;

» tugas BPH Migas, yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan
dan distribusi BBM di seluruh wilayah NK